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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia Notaris kian tahun makin banyak di perbincangkan di dalam 

kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat kita saat ini yang 

memerlukan sebuah pelayanan dalam bentuk jasa dengan tujuan agar 

mendapatkan sebuah kepastian hukum melalui seorang Notaris. Peran Notaris 

dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh 

negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan 

akta otentik dan kewenangan lainya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Selanjutnya pengertian berwenang yaitu meliputi : Berwenang terhadap 

orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh 

yang berkepentingan. Berwenang terhadap akta nya, yaitu yang berwenang 

membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan 

yang diharuskan oleh undang – undang atau yang dikehendaki oleh yang 

bersangkutan. Serta wewenang terhadap waktu dan tempat pembuatan akta 

otentik, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dan notaris 

menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.
1
 

                                                             
1 Habieb Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

h.14. 
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Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena 

Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan 

pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai 

kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu 

seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan 

suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan 

sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris 

harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat 

dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan 

dari masyarakat.  

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena 

dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan 

wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya 

sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana 

harapan Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang 

cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan 

masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, 

sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena 
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disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat 

atau pandangan yang objektif.
2
 

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) 

UU perubahan atas UUJN menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan 

tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 

surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah 

lelang. Dari beberapa kewenangan tersebut jasa seorang Notaris kebanyakan 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik. 

                                                             
2Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatanya, Sumur, 

Bandung, h.14. 
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Jabatan Notaris adalah jabatan yang sangat terhormat, tidak hanya diatur 

dalam UUJN, namun sebagian tugas negara di bidang keperdataan dilimpahkan 

kepada Notaris, dan notaris sangat besar perananya bagi bangsa dan negara, 

khususnya di dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, 

kontrak, dan pengikatan lainya, dengan tujuan untuk membantu dan melayani 

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap.
3
 

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib 

melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas 

moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta 

yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan 

keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Seperti dinyatakan 

dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus 

dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang 

dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada 

pihak penyimpan Protokol Notaris.” 

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh 

salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, 

baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun 

kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik 

                                                             
3http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/, diakses tanggal 07 

Agustus 2016 pukul 15.30 wib. 

http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/
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tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang notaris yang 

dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik 

sebagai saksi, tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta yang telah 

dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara 

notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu 

pihak dengan pihak lainya, para penghadap datang ke notaris atas kesadaran 

sendiri dan mengutarakan keinginanya dihadapan notaris yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, 

maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 tidak dapat 

dilakukan terhadap notaris.
4
 

Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan sebagai 

alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang pembuatan akta tersebut telah 

sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan memenuhi pasal 38 

UUJN tentang pembuatan akta otentik. Apabila ada pihak yang keberatan dengan 

akta yang dibuat oleh notaris maka yang bersangkutan harus bisa 

membuktikannya. 

Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian dalam akta otentik, yaitu:
5
 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang merupakan 

kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahanya sebagai 

akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus 

                                                             
4Ibid. 
5Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika 

Aditama, Bandung, h.72. 
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dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. Secara lahirian tidak perlu 

dipertentangkan dengan alat bukti lainya, jika ada ada yang menilai 

bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang 

bersangkutan wajib untuk membuktikanya. 

2. Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan 

kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-

betul diketahui oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang 

menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Apabila aspek formal 

dipermasalahkan para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta 

tersebut, yaitu mengenai ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan 

pukul menghadap. 

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) kepastian tentang 

materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta 

merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat 

akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali 

ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Jika akan membuktikan aspek 

materiil, maka yang bersangkutan harus membuktikan bahwa notaris 

tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta 

tersebut. 

Kemudian dalam rangka membuat Akta otentik, notaris sebagai pejabat 

umum dalam menjalankan jabatanya perlu memegang prinsip kehati-hatian 
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dalam pembuatan akta notariil, oleh karena itu dalam menjalankan profesi 

sebagai Notaris perlu kiranya memasukan sebuah Klausul proteksi diri bagi 

notaris itu sendiri, meskipun penambahan klausul proteksi diri notaris tidak 

diatur dalam peraturan per undang-undangan dan aturan-aturan lainya, tetapi 

demi perlindungan pembuatan akta tersebut dan sebagai rasa percaya diri seorang 

notaris, serta keyakinan hati notaris juga sebagai kehati-hatian notaris, sehingga 

klausul proteksi diri dalam akta perlu kiranya untuk dituangkan ke dalam isi akta. 

Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap notaris dikemudian hari maka 

dalam hal ini notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun 

kita ketahui bersama bahwa akta yang dibuat notaris juga sudah merupakan alat 

bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku 

di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk tesis dengan judul : 

“Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) 

Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris 

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris” 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

memfokuskan rumusan permasalahanya sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris 

dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris ? 

2. Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang identitas, sengketa dan 

keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang 

menyangkal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal 

ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana Standar Prosedur Pelayanan 

Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk 

memproteksi diri Notaris. 

2. Untuk menganalisis apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang 

identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, 

jika ada penghadap yang menyangkal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada 

khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis : 

1. Manfaat Teoretis 
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Secara teoretis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan mengenai perbuatan 

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar Notaris dalam 

menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menerapkan asas kehati-hatian 

dalam pembuatan akta-akta notariil. 

E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan dengan kerangka konseptual diatas dalam penelitian ini lebih 

mengedepankan teoritik karena penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis 

normatif yang mana hukum positif sebagai acuan dan landasan sebagaimana di 

gambarkan pada alur di atas. Untuk menggali makna lebih jauh dari aturan 

hukum, tidak cukup penelitian dilakukan dalam ruang lingkup dogmatik hukum, 

tetapi lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam 

ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang 

didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang 

dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus 

mengandung konsep hukum.
6
 

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin 

mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk 

meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. 

Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum 

akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori 

yang ada dibelakang ketetentuan hukum tersebut.
7
 

                                                             
6Peter Mahmud Marzuki, Cetakan ke X 2015, Penelitian Hukum, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, h.112. 
7Ibid, h.112. 
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Terdapat beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah Sejarah Profesi Notaris, Jabatan Notaris, Notaris sebagai 

Pejabat Umum, Akta Notaris, Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, 

dan lainnya. Dibawah ini akan di uraikan lebih lanjut mengenai konsep dan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Sejarah Profesi Notaris 

Lembaga Notariat pada abad ke XIII dibawa ke Perancis dimana 

memperoleh puncak perkembangannya pada masa raja Lodewijk de 

Heilege dan dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan 

perancis, yang berjasa didalam permbuatan perundang-undangan dibidang 

notariat tujuan utama dari pelembagaan notariat adalah memberikan 

jaminan yang lebih bagi kepentingan masyarakat oleh karena tidak boleh 

dilupakan bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabadikan bagi 

kepentingan masyarakat umum. 

Kemudian puncak perkembangan dari kelembagaan Notariat yang ada 

di Perancis dibawa ke negeri Belanda dengan dua buah dekrit kaisar, 

masing-masing tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 

dinyatakan berlaku diseluruh negeri Belanda, terhitung mulai tanggal 1 

maret 1811.
8
 

Notariat seperti yang dikenal di zaman “Republik der Verenigde 

Nederlanden” mulai masuk di indonesia pada permulaan abad ke 17 

                                                             
8G.H.S Lumban Tobing, Cetakan Ketiga 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, h.12. 
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dengan beradanya “Oost Ind Compagnie” di Indonesia.
9
 Pada tanggal 27 

Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior 

kerchem, sekretaris college van schepenen” Setelah pengangkatan notaris 

pertama jumlah notaris di indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 

di batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat menurut kenyatannya 

para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam 

menjalankan jabatannya itu oleh karena mereka pada masa itu adalah 

pegawai dari “Oost Ind compagnie” bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat 

yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang 

untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain 

akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal 

dandaden van indie, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. 

Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh 

pejabat-pejabat yang bersangkutan maksud dan tujuan membawa lembaga 

notariat ke indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti 

otentik  yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan 

yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. 

Lembaga notariat di indonesia pada waktu itu belum dikenal dan 

meluas kekota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan sebelum 

perang dunia ke 2 hampir seluruh notaris yang ada di inonesia pada waktu 

itu adalah berkebangsaan belanda sedangkan yang berkebangsaan 

                                                             
9Ibid, h.15. 
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indonesia sangat sedikit jumlahnya lagipula mereka mempunyai kedudukan 

dikota-kota besar sedangkan orang-orang indonesia berada di daerah-

daerah disamping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat 

indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yan bersifat primordial yang 

masih berpegang teguh pada hukum adatnya serta kaidah-kaidah religius, 

masih rendah dan sempit lebih-lebih lagi para pengasuh dari lembaga 

notiariat itu lebih menitikberatkan orientasinya pada hukum barat semua itu 

merupakan faktor-faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi 

perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan 

secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya. 

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini  timbul 

dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendai adanya 

alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada 

dan/atau terjadi diantra mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya 

yang ditugaskan oleh kekuasaaan umum (openbaar gezag) untuk dimana 

dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki 

oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan 

otentik. 

b. Jabatan Notaris  

Jabatan Notaris diadakan atau kehadiranya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dengan dasar seperti 
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ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk 

melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa 

telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatanya, dapat 

memberikan honorarium kepada masyarakat.
10

 

c. Akta Notaris 

Akta notaris adalah surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau 

dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi 

bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun 

berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala 

hal yang disebut  didalam surat itu. 

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta Notaris 

adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan 

dalam pasal 1868 KUHPer, yang dimaksud dengan akta otentik adalah 

suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetukan oleh undang-undang dibuat 

oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki 

kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum 

(Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-

undang. 

d. Kekuatan Pembuktian Akta 

                                                             
10Op. Cit., h.32. 
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Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian dalam akta otentik, yaitu:
11

 

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang 

merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan 

keabsahanya sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari 

aspek lahiriah harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. 

Secara lahirian tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainya, jika 

ada ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat 

sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikanya. 

2) Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan 

kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-

betul diketahui oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang 

menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Apabila aspek 

formal dipermasalahkan para pihak, maka harus dibuktikan formalitas 

dari akta tersebut, yaitu mengenai ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, 

tahun, dan pukul menghadap. 

3) Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) kepastian 

tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam 

akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang 

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk 

                                                             
11Ibid, h.72. 
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umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Jika akan 

membuktikan aspek materiil, maka yang bersangkutan harus 

membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang 

sebenarnya dalam akta tersebut. 

e. Teori Perlindungan Hukum 

Istilah  teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu 

legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan 

theorie van de wettelijke bascherming, dan dalam bahasa Jerman disebut 

dengan theorie der rechtliche schutz. 

Secara gramatikal perlindungan adalah : 

1) Tempat berlindung, atau 

2) Hal (perbuatan) memperlindungi. 

Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung 

meliputi;(1)menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2)bersembunyi, 

atau (3)minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi 

meliputi;(1)menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2)menjaga, 

merawat, atau memelihara, (3)menyelamatkan atau memberikan 

pertolongan.
12

 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

                                                             
12Salim HS, 2013, Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

h.259. 



17 

 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
13

 

Sajian diatas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan 

hukum, sementara itu konsep tentang teori perlindungan hukum tidak 

tampak dalam definisi diatas, oleh karena itu berikut adalah definisi tentang 

teori perlindungan hukum. Teori Perlindungan Hukum merupakan:
14

 

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk 

atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek 

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. 

Unsur – unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan 

hukum meliputi : 

1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan 

perlindungan 

2) Subjek hukum, dan 

3) Objek perlindungan hukum. 

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau 

tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek 

perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainya. 

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi duabentuk, 

yaitu: 

                                                             
13Ibid,h.262. 
14Ibid,h.263. 
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1) Perlindungan yang bersifat preventif, dan 

2) Perlindungan represif. 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang 

sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat 

untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga 

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada 

kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang 

preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan asas freiss ermessen, dan rakyat dapat 

mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut.
15

 

Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk 

menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat 

berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi 

masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: 

1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum 

2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding 

administrasi. 

                                                             
15Ibid,h.264. 
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Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 

pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah 

permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang 

merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut.
16

 

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang 

berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound 

mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of 

sosial engginering). 

f. Teori Kewenangan 

 Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 

authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu 

theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu theorie der 

authoritat. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan 

kewenangan. Sebelum dijelaskan tentang teori kewenangan berikut ini 

disajikan konsep teoretis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip 

Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan 

adalah: 

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam 

hubungan hukum publik”.
17

 

                                                             
16Ibid,h.265. 
17Ibid,h.183. 
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 Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan 

yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu: 

1) Adanya aturan-aturan hukum; dan 

2) Sifat hubungan hukum 

  Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang 

melaksanakanya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah maupun ataupun yang lebih rendah tingkatanya. Sifat hubungan 

hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau 

ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukum nya 

ada yang yang bersifat privat dan publik. 

  Ateng syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan 

bahwa : 

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus 

membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang 

(competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu 

“onderdeel” tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechstbevoegdheden). Wewenang merupakan 

lingkup tindakan hukum publik, membuat keputusan pemerintah (bestuur), 

tetapi meliputi wewenang dalam pelaksanaan tugas, dan memberikan 
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wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan”. 

  Ateng syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, 

tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam 

kewenangan meliputi adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan 

oleh undang-undang. Sementara unsur-unsur wewenang yaitu hanya 

mengenai suatu bagian/ “onderdeel” tertentu dari kewenangan. 

  Sementara itu pengertian kewenangan ditemukan dalam Black‟s Law 

Dictionary. Kewenangan atau authoity adalah: 

 “right to excercise to power; to implement and enforce law; to exact 

obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often 

synonymous with powers”. 

 Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber 

kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik 

dalam hubunganya dengan hukum publik maupun dalam hubunganya 

hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut 

meliputi:
18

 

1) Kewenangan Atributif 

                                                             
18Lutfi Effendi, 2004, Pokok-pokokHukumAdministrasi,EdisiPertamaCetakanKedua,BayumediaPublising, 

Malang, hal. 77-79 
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Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari 

adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. 

Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli 

atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. 

Dalam kewenangan atributif, pelaksanaanny dilakukan sendiri oleh 

pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. 

Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada 

pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan 

dasarnya.  

2) Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber 

dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang 

lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. 

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan 

bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi 

kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang 

dilimpahkan tersebut. 

3) Kewenangan Delegatif 

 Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang 

bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ 

lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan 

kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab 
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dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang 

tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi 

limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi 

kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas 

contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif 

peraturan dasar berupa peraturan perundang- undangan merupakan 

dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif 

tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat 

kewenangan delegasi. 

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa 

kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan 

kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada 

suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk 

itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan 

kewenangan. Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian 

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.  

Menurut teori kewenangan dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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a) Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever 

aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah 

kepada pejabat administrasi Negara)  

b) Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene 

bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu 

badan ke yang lain)  

c) Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 

uitoefenen door een ander. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang 

dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain). 

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan 

hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan 

delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada 

pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan 

itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan 

kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.
19

 Pernyataan diatas, dapat 

dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang 

digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak 

dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon 

menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan 

                                                             
19 Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, hal. 110. 
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atau pengalih tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja 

intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang 

pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.
20

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan 

yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “In legal 

authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed 

because they have been enacted by proper procedures.” (Dalam kewenangan 

hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam 

penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan 

prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan 

notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, 

yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas 

dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 

Perubahan atas UUJN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut 

dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara 

umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:  

a) Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan 

dengan undang-undang; 

                                                             
20Ibid, hal. 131. 
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b) Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang 

membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau 

dikehendaki oleh yang bersangkutan;  

c) Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu 

dibuat.  

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis 

masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada 

para pihak perihal pembuatan akta otentik. 

g. Asas – Asas Pelaksanaan Jabatan Notaris. 

Dalam Asas – asas pemerintahan yang baik (AUPN) dikenal asas-asas 

sebagai berikut:
21

 

1) Asas Persamaan; 

Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah 

menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya 

UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat notaris tidak boleh membeda-

bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial- ekonomi 

atau alasan lainnya. hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar 

bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak yang 

menghadap. 

                                                             
21

Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika 

Aditama, Bandung, h.82-87. 
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2) Asas Kepercayaan; 

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, 

yaitu notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 

diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpa/janji jabatan, 

kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f 

UUJN) (Pasal 4 ayat (2) UUJN). 

3) Asas Kepastian Hukum; 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman 

secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala 

tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. 

akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. yang apabila terjadi permasalahan, akta notaris dapat 

dijadikan pedoman bagi para pihak. 

4) Asas Kecermatan; 

Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan 

mendengarkan keterangan atau pernyataanpara pihak wajib 

dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. notaris 

dalam kecermatannya wajibmelakukan pengenalan terhadap 

penghadap, berdasarkan identitas penghadap. 

Menanyakanmendengarkan serta mencermati keinginan piha yang 

menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan 
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keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada 

penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta 

memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas jabatannya sebagai notaris. 

5) Asas Pemberian Alasan; 

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus sesuai 

dengan alasan serta fakta yang mendukung. 

6) Larangan Penyalahgunaan Wewenang; 

Batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, 

apabila notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka 

tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan 

wewenang. 

7) Larangan Bertindak Sewenang-wenang; 

Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen 

yang diperlihatkan kepada nya. dalam hal ini notaris mempunyai 

peranan untuk menetukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan 

dalam bentuk  akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus 

didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para 

penghadap. 

8) Asas Proporsionalitas; 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris wajib 

menjaga kepentingan para pihak yang terkaitdalam perbuatan 
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hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya,wajib 

mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

para penghadap.  

9) Asas Profesionalitas; 

Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian 

(keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. hal tersebut 

diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat 

dihadapan atau oleh Notaris.  

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang 

timbul dalam gejala yang bersangkutan.
22

 Karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial 

merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk 

memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan- kesimpulan yang 

tidak meragukan. 

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan 

jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru 

(true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan 

                                                             
22Zainuddin Ali, Cet ke-7 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.18. 
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hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sahih untuk 

menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.
23

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah deskriptif 

analisis. Yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu 

keadaan atau gejala-gejala lainya.  

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu 

member gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai 

segala hal yang berhubungan dengan klausul proteksi diri Notaris atas akta 

yang telah dibuatnya bila timbul suatu permasalahan atas penyangkalan 

para pihak dikemudian hari. Istilah analisis mengandung makna 

menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap klausul 

proteksi diri Notaris. 

2. Jenis Pendekatan 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian 

hukum diperlukan suatu model pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, 

Penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

(permasalahan- permasalahan) yang sedang dicari jawabannya.
24

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif 

                                                             
23Ibid, h.18. 
24

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-7, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, hal. 133.  
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dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum 

secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi 

kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. 

Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu 

peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. 

Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka.
25

 Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian 

ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. 

Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang 

mengatur mengenai klausul proteksi diri terhadap notaris dalam 

pembuatan akta-akta notariil nya. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 

pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan 

bahan sekunder. Penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) serta bahan-bahan lain yang dapat 

                                                             
25Salim HS, 2013, Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT RajaGrafindoPersada,Jakarta, 

h.12. 
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menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Sumber 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :  

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).  

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).  

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  

5) Kode Etik Notaris.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain 

yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta 

implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer yang dapat berupa :  

- Buku-buku literatur;  

- Jurnal hukum dan Majalah Hukum;  
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- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran, Tesis, 

artikel ilmiah dan disertasi. 

- Pendapat praktisi hukum, 

- Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 

Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black’s Law 

Dictionary.
26

 

Untuk menopang data sekunder dalam penelitian ini juga 

dipergunakan data primer. Dengan konteks demikian maka 

konsekuensinya adalah data primer dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

dalam suatu penelitian hukum yang bersaifat normatif. Namun demikian 

dalam penelitian hukum normatif kajian utama tetap terletak pada data 

sekunder. Data primer hanya dipergunakan untuk mendukung data 

sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu, 

yang dipandang memiliki keahlian ataupun pandangan yang dapat 

mempertajam analisa dari penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                             
26Op.cit, h.16. 



34 

 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu 

mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-

undangan, kode etik profesi, literartur, karya ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai 

buku yang relevan yang terkait dengan analisis yuridis klausul proteksi 

diri notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN. Mengenai Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini 

adalah dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu 

menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan 

mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan 

esensial. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Analisis data dan/atau bahan hukum diartikan sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
27

 Bahan-bahan hukum 

yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, 

yakni memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas 

                                                             
27Ibid, h.19. 
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temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau 

kualitas dari data dan bukan kuantitas.
28

 

Adapun pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa 

teknik yaitu : 

a. Teknik Deskripsi 

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam 

teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi.
29

 Deskripsi berarti uraian 

apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-

proposisi hukum atau non hukum. Di dalam tesis ini yang 

dideskripsikan adalah mengenai klausul proteksi diri notaris 

terhadap akta otentik  yang di butanya.  

b. Teknik Evaluasi  

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, 

setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap 

suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder. 

c. Teknik Argumentasi  

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi 

karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan 

                                                             
28

Ibid,h.19. 
29M. Hariwijaya, 2007, Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi, Azzagrafika, 

Yogyakarta, hal. 48. 
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yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan 

argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok 

permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. 

6. Lokasi Penelitian 

Adapun tempat lokasi penelitian untuk untuk tesis ini adalah di 

beberapa kantor Notaris yang ada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten 

Brebes. 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (Empat) 

bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan 

yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, 

Jadwal Penelitian dan Sitematika Penelitian. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan – landasan teori 

berdasarkan literatur – literatur dan bahan – bahan hukum yang 

Penulis gunakan tentang Sejarah Profesi Notaris,Jabatan 

Notaris, Notaris sebagai Pejabat Umum, Akta Notaris, Teori 
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Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, Asas – asas 

Pelaksanaan Jabatan Notaris, Pembuktian Akta Notaris. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait 

Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) 

Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri 

Notaris, dan Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang 

identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai 

pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini meguraikan tentang kesimpulan – kesimpulan 

dari penelitian serta memuat saran – saran tentang hal – hal 

yang menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 


